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P PERAN STRATEGIS KEMENDAGRI

wl NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA -----

MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum
penyelenggaraan pemda secara nasional

SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH YG
BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS

pelayanan & pemberdayaan

masyarkat
pembangunan daerah
Demokrasi

penegakan hukum dan
kesatuan bangsa

Penjabaran Visi, Misi, dan Program
sesuai dgn agenda prioritas kerja
Presiden dan Wakil Presiden.

Penjabaran Program Operasional
KEMENDAGRI

Koordinasi antar K/L secara terpadu

Melaksanakan program secara efektif,
efisien, bersih berwibawa dlm rangka

memperkokoh NKR

--» Pasal
Pusat erfibi
peny@lenggaraan Peme an Daerah provinsi.

()
(2)

(3)

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah
kabupaten/kota.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ()
secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 374

()

Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah
nonkementerian.

Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
pembagian Urusan Pemerintahan;

kelembagaan Daerah;

kepegawaian pada Perangkat Daerah;

keuangan Daerah;

pembangunan Daerah;

pelayanan publik di Daerah;

kerja sama Daerah;

kebijakan Daerah;

kepala Daerah dan DPRD; dan

bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
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9 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

' PP No. 12 Tahun 2019

Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri No. 86 Tahun 2017 (RE#

I‘ Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RJPD Dan RPJMD, Serta
Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD
Permendagri No. 99 Tahun 2018
Pembinaan dan Pengendalian Penataan
/ Perangkat Daerah
.

Permendagri No. 70 Tahun 2013

Sistem Informasi Pemerintah Daerah

PP No. 13 Tahun 2019

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

v

PP No. 12 Tahun 2017

Pembinaan dan Pengawasan Penyelanggaraan
Urusan Pemerintahan Konkuren

UU 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah
PP No. 18 Tahun 2018 jp PP 72 Tahun 2019 Permendagri No. 30 Tahun 2013

P kat Daerah \ Klasifikasi, Kndefikasi & Nomenklatur
erangkat Uaera Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah
Permendagri 18 Tahun 2020
Q@

\ |

Permendagri 40 Tahun 2020 e Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

. Pemerintahan Daerah
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja e

Permendagri No. 77 Tahun 2020

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri 64 Tahun 2020
Pedoman Penyusunan APBD TA 202!
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SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

& 3

e B

PELAKSANAAN §
PENATAUSAHAAN
PERENCANAAN PENGANGEARAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN
P _ AKUNTANS §
oo PELAPORAN

PEMBINAAN & PENGAWASAN



1 Daerah.

Pemda :

 RPJMD
 RKPD

v

Perangkat Daerah :
* Renstra
 Renja

¢ -~ 7 Peran TAPD menjadi vital dalam mengendalikan
I konsistensi dan korelasi logis antara Kinerja
:(impact, outcome, output) dan Keuangan dalam
| setiap dokumen perencanaan pembangunan dan
| penganggaran - yang disusun oleh Perangkat

Kode Urusan, Bidang Urusan, Program,
Kegiatan & Sub Kegiatan

Kode Organisasi
Kode Lokasi (Administrasi Kewilayahan)

Kode Sumber Pendanaan

Kode Rekening (jika input dari rincian)

KUA - PPAS
RKA-SKPD
Rancangan Perda APRD

Rancangan Perkada
Penjabaran APRD

° Kode Urusan, Bidang Urusan,
Program, Kegiatan & Sub Kegiatan
Kode Organisasi

° Kode Lokasi (Administrasi
Kewilayahan)

Kode Sumber Pendanaan

° Kode Rekening

Konsistensi penyajian informasi pada setiap
tahapan perencanaan pembangunan hingga
Perencanaan anggaran menggunakan kodefikasi
dan nomenklatur yang mengacu pada Permendagri
No. 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya.



Pada tahapan PELAKSANAAN akan selalu tersaji informasi
pada setiap transaksi PENATAUSAHAAN yang bersanding
dengan transaksi AKUNTANSI juga pencapaian KINERJA
secara bersamaan melalui SIPD sebagai bagian dari Sistem

Pengendalian Intern (SPI) di perangkat daerah

Transaksi Penatausahaan Pendapatan
Transaksi Akuntansi Pendapatan LRA & LO
Transaksi Akuntansi Neraca

Transaksi Penatausahaan Belanja
Transaksi Akuntansi Belanja (LRA)
Transaksi Akuntansi Beban (LO)

Transaksi Akuntansi Neraca
Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Transaksi Penatausahaan Pembiayaan
Transaksi Akuntansi Pembiayaan (LRA)
Transaksi LO dan Neraca

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Evaluasi
Reviu
Audit
Statistik

Laporan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Pemda
Laporan Kinerja

« [PA-SKPD
* Anggaran Kas
« SPD

PELAPORAN

Aktivitas Pengawasan dan
pemeriksaan dapat dilakukan di
setiap transaksi baik oleh APIP
maupun BPK-RI

Selain itu, penyajian kebutuhan
informasi dapat dilakukan secara
realtime dan secara berjenjang dari
level perangkat daerah, pemerintah
daerah hingga Pemerintah Pusat



Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

< LAMPIRAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020 @ KEKAYAAN DAN LITANG DAERAH

@ PENGELOLA KEUANGAN DAERAH @ PELAKSANAAN & PENATALISAHAAN BLUD
@ APBD @ PERUBAHAN APBD @ PENYELESAIAN KERLGIAN DAERAH

@ PENYUSUNAN RANCANGAN APBD @ AKUNTANS! & PELAPORAN @ INFORMAS! KEUANGAN DAERAH
PERTANGUNGJAWABAN PEMBINAAN & PENGAWASAN
@ PENETAPAN APBD PELAKSANAAN APBD @

BATANG TUBLUH PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020



m @ BATANG TUBUH
PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020

Menimbang:

Mengingat:

bahwa untulk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Eepublik
Indeonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Eepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

e B

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);



C

(1)

(2]

(3]

Pasal 2
Pedoman  teknis  Pengelolaan Keuangan  Daerah
dilalktsanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Pedoman FPengelolaan  HKeuangan  Daerah

pengelola kenangan daerah;

b. APED;

c. penyusunan rancangan APBD;

d. penstapan APBD;

e. pelaksanaan dan penatausahaan;

f. laporan realisasi semester pertama APBD dan
perubahan APED;

g, alkuntasi dan pelaporan keuangan pemerintah
daerah;

h. penyusunan rancangan pertangguangjawaban AFBD;

L. kekayaan dasrah dan utang daerah;

i- badan layanan nmum daerah;

k. penyelesaian kerugian kenangan daerah;
L informasi keuangan daerah; dan
m. pembinaan dan pengawazan.
Ketentuan mengensi pedoman teknis Pengelolaan
Kenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang meripalkan bagian tidak

terpizahltan dari Peraturan Menteri ini.

BATANG TUBUH
PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020

Pas=al 3

Fada zaat Peraturan Menteri ini mulai berlalon:

a.

Perda yvang mengatur mengenai Pengelolasn Keuangan
Daerah:

Perlktada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur
Pengelolaan Kenangan Dasrah;

Perlcada yang mengatur mengenai kebijakan almintansi
pemerintah daerah;

Perlcada vang mengatur mengenal sistem aluantansi
pemerintah daerah; dan

Perkada
belanja,

yvang mengatur mengenal analisis  standar

ditetapkan paling lama tahun 2022,

Pada z=zat Peraturan Menter: im1 mula: berlsloa:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20046

tentang Daerah
sebagaimans telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atss Peraturan Menteri Dalam
12 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pedoman  Pengelolasn Eeuangan

Negeri Nomor
Pengelolasn Keuangan Daersh (Berita Negars Republlk
Indoneszia Tahun 2011 Nomor 310);

b. Peraturan Menteri Delam Neperi Nomer 35 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penatsusshasn dan Pengusunan

Laporan Pertangpungjawaban Eendahsra serta
Penyampaiannya; dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibsh dan Bantuan Sosial
vanz Bersumber dari Angsarsn Pendapstan dan Belanja
Daersh [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
MNomor 450] sebagaimana telah beberspa kali diubsh,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Momor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Soszial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
[Berita MNegara Republik Indonesia Telhun 2019 Nomor
1580,

dicabut dan dinyatakan tidslk berlaloa.

@



@ LAMPIRAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020

(1)

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan
daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola kevangan Daerah dapat
melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Dokumen dalam Peraturan Menteri ini disajikan dalam bentuk
ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan
informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan
keuangan daerah.



‘.E @ PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ‘E..a:%i

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah v’ Selain kewenangan di atas. terdapat kewenangan lain

yaitu paling sedikit menetapkan  Bendahara
rompmy || wm—" I Fo— penerimaan pembantu, bendahara | pengeluaran
APBD APBD APBD pembantu bendahara bantuan operasional sekolah.

L i bendahara BLUD atau bendahara khusus lainnya yang
Pemilik Modal Mengambil Tindakan :
SERUMIDA Menyusun & e b diamanatkan peraturan perudang-undangan.
engajukan
; Mendesak
B NPT v’ Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah
R(F kewenangan lain sesuai ; i
mewakili PEMDA dalam semesang kekvasean W o melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya

kepemilikan kekayaan KEPALA DAERAH Penszelolaan Keuda I]
daerah yang dipisahkan l g yang Erupd perencanaan, penganggaran,
— —— Kebijakan terkait pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan

Pengelolaan keuda

pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan

Pemegang o ’ Vienetapkan l Xebiakan tekalt Daerah kepada Eejahat Perangka.t qurah dengan
S SIS memperhatikan sistem pengendalian internal yang
r‘ APED didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan
Pe“m@ Perda P-APBD antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima
PP-APBD atau mengeluarkan uang

sebagai PA Koordinator sebagai PPKD

Kepala Daerah.

Kepala SKPD SEKDA sebagai Kepala SKPKD v" Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan



E..E @ PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

oz v' Koordinator  pengelolaan  keuangan
SEKDA sebagai ] | smena daerah dalam pelaksanaan tugasnya
Koordinator ) oor lnaSl roseaur )
o e bertanggung  jawab kepada kepala
Keuda . Q
Laporan s dEEFEh
| Keuangan
.
‘R:jp v" Koordinator dalam pengelolaan keuangan
enyusunan ancangan - c
i oD daerah merupakan terkait dengan peran
Menyusun Rancangan PP- . .
: e dan fungsi sekretaris daerah membantu
Persetujuan | Pengesahan DA | Kepala Daerah  dalam  menyusun

e Rancangan KUA/
l. T L ya— [ e ] kebijakan ~ dan  mengkoordinasikan
Perubahan PPAS

— penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

4 Verifikasi | '- Rancangan DPA-SKPD/P-

_opasked daerah termasuk Pengelolaan Keuangan

[ ]
keuda

e Rancangan APBD/P- - Menyiapkan | l_@ Dagpah
APBD/PP-APBD | Penyusunan RKA .

e  Hasil Evaluasi APBD/P-

APBD/PP-APBD = Melaksar_1akan
Tugas Lainnya

Kebijakan Pengelolaan




@ PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

| cepaaskrcn [ — [ venn vemmon e vomar owo| Kepala SKPKD  selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang

sebagai PPKD | e e & I v —— melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada
pemerintah  daerah vyang melaksanakan pengelolaan

t PP-APBD = Menetapkan SPD Jl
1 ebijakan keuangan daerah
, Melaksanakan Pengelolaan Melaksanakan/Melakukan :
| ] keuda e Pengendalian Pelaks APBD
L]

Pemungutan Pajak Daerah
Sistem Akuntansi & Pelaporan
Pencatatan & Pengesahan
Penerimaan & Pengeluaran

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan

1 Pemungutan —
Pendapatan Daerah

| FunesiBuD Doeran ve tdak melalui Kasda perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak
- Tugas Lainnya ' Memberikan Juknis Pelaks Sistem dEIEFEIl'I

I Penerimaan & Pengeluaran Daerah |
[ S eyl W Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi
. sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari

Menetapkan Anggaran Kas investasi tersebut.
Membuka Rekening
melakukan pembayaran melalui || e Kas Umum Daerah : : - :
L ™ enerbimnsezn ] - Penerimaan J Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari
{Le__ Pengeluaran

kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

Menyusun Laporan Keuangan yang
Merupakan pertanggungjawaban
elaksanaan APBD




PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

g
& C
]

Anggaran Kas
r__—__] SPD I
—’j I \/Kulaska EéllJJIIJJbertanggungjawah kepada PPKD
Kuasa BUD dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD

| _ selaku BUD.

S ———

| wewwn ffso | v Kepala daerah atas usul BUD dapat
o o ] menetapkan i dri | (satu) Kuasa BUD o
[ o) | MR UL Sengan prtimEangan

B besaran jumlah vang yang dikelola, beban
IRl I e cerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Penempatan Uang Daerah & Mengelola Investasi
Melaksanakan/ “
Melakukan

¥ TRES

Pembayaran atas beban APBD
Pemberian Pinjaman a.n. Pemda
Pengelolaan Utang & Piutang Daerah
Penagihan Piutang Daerah
melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam
mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana
bergulir yang tidak tertagih atas investasi

v' Pertimbangan atas besaran jumlah uang
yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau
rentang kendali yang kriterianya ditetapkan
kepala daerah.




Pengguna Anggaran

Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang melaksanakan
pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai
pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PA° yang bertindak sebagai pejabat
pembuat komitmen dapat dibantu oleh
pegawai yang memiliki kompetensi sesuai
dengan bidang tugas pejabat pembuat
komitmen atau agen pengadaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugas dan wewenangnya kepada kepala
daerah melalui sekretaris daerah.

Berdasarkan pertimbangan beban kerja,
Sekretaris daerah dapat melimpahkan
pada kepala biro untuk provinsi dan kepala
bagian untuk kabupaten/kota selaku KPA
untuk melakukan pengelolaan keuangan.

| ggrg;grg; gg!g“ggng-gnggnzan

o pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran R

sebelumnya;

o hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada
penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan
sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

ke

RKA-SKPD

DPA-SKPD

Anggaran Kas SKPD
Dokumen NPHD

Dokumen Pemberian Bansos

Dokumen permintaan pengesahan pendapatan & belanja atas penerimaan & pengeluaran daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah

e laporan Keuangan SKPD

_

'_J

Menyusun &
Menyampaikan

—

Melaksanakan/
melakukan J
\

e akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; dan

o  kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan
selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan

e perjanjian atau perikatan;
o berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

=
[ ]

Tindakan yg Mengakibatkan Pengeluaran |
atas beban APBD

Anggaran SKPD yg Dipimpinnya

Pengujian atas Tagihan &

memerintahkan Pembayaran
Pemungutan Retribusi Daerah
Pemungutan Lain-lain PAD yang Sah

Tu %Al.ainnva

Kepala SKPD

sebagai PA

’ e :
1 Pejabat Lainnya

tapkan i
Pembantu Bendahara

Penerimaan, Pembantu
Bendahara pengeluaran &
Pembantu Bendahara

Pengeluaran Pembantu

e akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; dan

e piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengawasi Pelaks Anggaran SKPD

Mengadakan Perikatan/Perjanjian Kerja sama

Menandatangani SPM
Menandatangani NPHD
Menandatangani dokumen Pemberian Bansos

L] L [ ] .‘W

Mengelola Utang & Piutang SKPD

menandatangani dokumen permintaan pengesahan
pendapatan dan belanja atas penerimaan dan
pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan

‘ perundang-undangan




m @ PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Kuasa Pengguna Anggaran

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit —, dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran

Kepala SKPD SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). | Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh kepala

sebagai PA o Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran daerah.

anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
Pemungutan Retribusi Daerah

Kepala Unit SKPD [ Melaksanakan/ |
sebagai KPA | melakukan |
Tugas KPA Lainnya

l ! . . . . . . . . .
l Mengadakan ] l Perikatan/Perjanjian Kerja sama dengan pihak lain v PE|||T||JE||'IEII'I SEIJElgIElI'I kEWEI'IEI'IgEI'I dltEtEpkEll'l DlEh kEDElEI

— daerah atas usul kepala SKPD.
. » . . . I
‘I | pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya v" Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan

— jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen
l{ Menandatangani H SPM-TU dan SPM-LS 'l sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
— . o v" KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi
sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen

atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

0 PERTIMBANGAN LOKASI DAN/ATAU RENTANG KENDALI

Tindakan yg Mengakibatkan Pengeluaran atas beban APBD
Anggaran unit SKPD yg Dipimpinnya
Pengujian atas Tagihan & memerintahkan Pembayaran

( Menetapkan
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Kuasa Pengguna Anggaran UNIT DRGANISASI
BERSIFAT KHLISLIS v" Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh

e RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus kepala daerah atas usul kepala SKPD.
e DPA-UnitO isasi Bersifat Kh
. Lapora?,'KeLii';ﬁﬁsgnﬁré,';ams;‘;”f,ersifatkhusuﬂ v’ Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan

barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat
pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan
PPK-Unit SKPD peraturan perundang-undangan.

Menyusun &
Menyampaikan

Vieraksanakany ] } Unit Organisasi ( S v KPA' yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat
e | ' ' Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki

orbant Bendaha kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat

I

e Tindakan yg Mengakibatkan Pengeluaran

Penerimaan, Pembant : :
atasbeban APBD e PR pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai
e Anggaran Unit Organisasi bersifat Khusus Pembantu Bendahara
ve Dipimpinnya . ketentuan peraturan perundang-undangan.
engeluaran Pembantu

e Pengujian atas Tagihan &

memerintahkan Pembayaran
e Pemungutan Retribusi Daerah
e Tugas KPA Lainnya

] Mengadakan Perikatan/Perjanjian Kerja sama

Mengawasi Pelaks Anggaran pada Unit
Organisasi Bersifat Khusus

Menandatangani SPM

Mengelola Utang & Piutang SKPD
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Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

N

v' PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan
o menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

v" PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

e memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan; dan

e melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub

kegiatan kepada PA/KPA.

Mengendalikan & Melaporkan [
Perkembangan Pelaksanaan PPTK
_ Teknis i 1
Menyiapkan Dokumen dalam Menyiapkan Dokumen
rangka Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa
menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub

kegiatan;
menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan
perundang-undangan; dan

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan.
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Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas I
pelaksanaan tugas dan fungsi.

PPTK merupakan Pegawai ASN yang
menduduki jabatan struktural sesuai
dengan tugas dan fungsinya

Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan
kompetensi jabatan, besaran anggaran
Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi,
rentang kendali, dan/atau pertimbangan
objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan
kepala daerah.

—R
7

N
PA/KPA dapat menetapkan lebih dari | (satu) PPTK
di lingkungan SKPD/Unit SKPD

o

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD
selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial
dan berintegritas.

Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK
merupakan Pegawai ASN yang menduduki
..’ —> jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA
D dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan
berintegritas.

-

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki
jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat
fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan
oleh kepala daerah.



dari bendahara penerimaan;

Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah SKPD

‘ PPK-SKPD ;

l Melakukan [

verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan
oleh Bendahara Pengeluaran

verifik asi laporan pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran

verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan
oleh Bendahara lainnya

verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah

@ PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

____________________________________________________________________

' v Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan |
' fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. :

v" Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha
. keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di |

SKPKD

\/ Pada pola pengelolaan  keuangan BLUD, PPK SKP[]E

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang !
lingkup tugas dan wewenang BLUD

; Menyiapkan SPM I

Melaksanakan fungsi akuntansi
| pada SKPD

I Menyusun laporan keuangan SKPD l

Menerbitkan surat pernyataan
verifik asi kelengkapan dan
keabsahan
e SPP-UP,
e SPP-GU,
e SPP-TU, dan
e SPP-LS
beserta  bukti

' v' PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai |
" yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan |
retibusi  daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara !
Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara !
Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PRTK.

kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM

v" Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang hertugasi
membantu  PPK-SKPD  untuk meningkatkan efektivitas :
penatausahaan keuangan SKPD. |
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Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.

v PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan

struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD. PPK-UNIT SKPD l }

v" Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu |

PPK Unit SKPD. Melaksanakan fungsi akuntansi
Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas “: .
- [

ifikasi SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
Besaran Anggaran v verl '
ag kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
— Pengeluaran Menerbitkan surat pernyataan
KhUSI.IS SETDA 00 verifik asi laporan pertanggungjawaban verifik asi kelengkapan dan
Bendahara Penerimaan Pembantu dan keabsahan
_ Bendahara Pengeluaran Pembantu e SPP-TU, dan
REI'ItEII'Ig KEI'IEIEI'I vj verifikasi surat permintaan pembayaran atas e SPP-LS
“ pengembalian kelebihan pendapatan daerah beserta bukti kelengkapannya
—
: dari bendahara penerimaan Pembantu/Lainnya; sebagai dasar penyiapan SPM
Dan/atau Lokasi ©00o | daribendahara penerimaan Pembantu/Lainnya; | Lo 06 pevap
Dibentuknya &
—

Organisasi Bersifat Khusus © © @
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Bendahara Penerimaan pocccccccccccoccscccccoccsss

menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang

Bendah
Bendahara endanald

: Penerimaan
Penerimaan
’ { Pembantu
Uang & Bukti transaksi
Pendapatan Daerah
=

dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah
pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik

 Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka

pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD
atas usul PPKD selaku BLD

Bendahara Penerimaan Pembantu

meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
| langsung melalui RKUD

melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah

meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima

dengan jumlah yang telah ditetapkan

o Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara
Penerimaan  Pembantu pada Unit SKPD  yang
bersangkutan.

» Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD
diusulkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah melalui
PPKD.

 Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang
ditetapkan kepala daerah.

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
pendapatan daerah yang diterimanya

r=—rre—-_--- - J- o --- '———r=_ !

o)l menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
: kelebihan pendapatan daerah
9B9BBBGGBOBGBBBOB?BBQGGGQOQG
]

]

)

W e O e e e e e e O e @ e e e e 0o @ @ e ee e

Menyimpan

i

T
| RKUD

Menatausahakan & |
Mempertanggung
jawabkan
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Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban
secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan

g
.

Bendahara Penerimaan & Bendahara Penerimaan Pembantu

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan
Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan

fungsional, \\ o disampaikan kepada Bendahara Penerimaan
Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara \\ // o Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat
administratif dengan membuat laporan - o i /‘v menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara
pertanggungjawaban secara administratif atas \\"-"// "o rr : *1 ,,,,,, 49" Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA. i - :

pendapatan daerah

Bendahars PEHE”"?E,EH Pe'mhantu bertanggung jawb _|_|_ =1 ~~~~~ Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan
seeere adm|'n|strat|f dengan memhuat quuran ‘ "_ )"/ e T melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
pertanggungjawaban secara administratif atas ‘v S . oenugasan yang ditetapkan kepala SKPD

penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA v S
Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara e . «  Pegawai yang bertugas membantu Bendahara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban ’A‘ Penerimaan dalam melaksanakan tugasnya
secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan — bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.
disampaikan kepada PPKD selaku BLD  Pegawai yang bertugas membantu Bendahara

Penerimaan disebut Pembantu Bendahara Penerimaan



o PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
* Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas

) besaran anggaran;

-« bersifat khusus.

2) rentang kendali dan/atau lokasi;

e Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD
menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
---+ o Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:

« [Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau * Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan

pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

Mengajukan SPP UP/GU/TU/LS

Menerima & menyimpan

UP,GU & TU

Melaksanakan Pembayaran
dari UP,GU & TU

Periodik :
e  SPJ-Administratif
e  SPJFungsional

Menolak Perintah Bayar dari

PA

—

Meneliti Kelengkapan

Dokumen Pembaxa ran

Membuat laporan

‘ Pertanggung jawaban

Memungut & menyetorkan

PPh & PPN

4

Bendahara Pengeluaran.

Bendahara
Pengeluaran

Bendahara
Pengeluaran
Pembantu

OO0

==

melakukan rekomasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala
Daerah

menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank

memeriksa kas secara periodik

menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal
et

menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian

belan'!a akibat koreksi atau hasil gemeriksaan internal dan eksternal

pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang

melaksanakan fungsi BUD

Mengajukan SPP TU/LS

Menerima & menyimpan “—

= TU dari BUD

Melaksanakan Pembayaran |

Menolak Perintah Bayar dari

KPA

MeneIiE Kelengkapan

Dokumen Pembayaran

Membuat laporan

- Pelimpahan UP dari
Bendahara Pengeluaran

= i — ———— |

Periodik :

Pertanggung jawaban

Memungut & menyetorkan

PPh & PPN

e  SPJ-Administratif
e  SPJ Fungsional
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Bendahara Pengeluaran
R

* Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
 Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

 Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara

a administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

« Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional
atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

 Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

 Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran
untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

 Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang
ditetapkan kepala SKPD.
 Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
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Bendahara Penerimaan & Pengeluaran Dilarang:

l melakukan aktivitas perdagangan,

pekerjaan pemborongan, dan
penjualan jasa;

kegiatan pekerjaan dan/atau
menyimpan uang pada suatu bank

atau lembaga keuangan lainnya
atas nama pribadi baik secara
langsung maupun tidak langsung

“Larangan bagi Bendahara Penerimaan,
Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu dilakukan

bertindak sebagai penjamin atas

terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan,
_ dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan

larangan berlaku juga terhadap I
langsung dengan pelaksanaan APBD

Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran Pembantu
dan Bendahara Khusus.
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Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Menyusun TAPD
- RKA-SKPD
Rancangan DPA-
e Rancangan KUA/ ‘ SKPD/P-DPA-
Perubahan KUA SKPD

Membah
» Rancangan PPAS/ [ embahas

Perubahan PPAS

Kebijakan Pengelolaan
keuda
Rancangan APBD/P-

SE-KDH ttg Pedoman
| Penyusunan RKA

APBD/PP-APBD
Hasil Evaluasi APBD/P-
APBD/PP-APBD

Melaksanakan
| Tugas Lainnya i

——— e
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TINGKAT ESELON JABATAN STRUKTURAL I;Eé[ﬁ‘?)lzssgl\éﬁgvgll}]s? ]Ai‘;}‘]il:l\]giﬁcif;g;:gl\l
| Sekretaris Daerah Provinsi Program dan Kegiatan Knnrd%a;s;gﬁggﬂﬂ;::ﬂlﬁeuda ;
Il Kepala Biro Program dan Kegiatan Kuasa Pengguna Anggaran
Il Kepala Dinas/Badan Program dan Kegiatan PPKD dan/atau Pengguna Anggaran
Il Kepala Bidang/Bagian/UPTD/Cabang/RSUD Kegiatan/Sub Kegiatan Kuasa Pengguna Anggaran/PPTK
[l Sekretaris Dinas/Badan Kegiatan/Sub Kegiatan PPK-SKPD
IV Kepala Sub Bidang/Bagian Sub Kegiatan PPTK

Fungsional Sub Kegiatan PPTK
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 KABUPATEN/KOTA

TINGKAT ESELON JABATAN STRUKTURAL l;izlﬁ?)lzss‘:l;ﬁgvgll}]s? ]Ai:’:‘]il:l\]giﬁcl;)l%;:‘AA}?N
[ Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Program dan Kegiatan KnnrdilLa;s;gljulanr;gslnnglzzralﬁeuda :
Il Kepala Dinas/Badan Program dan Kegiatan PPKD dan/atau Pengguna Anggaran
[l Camat Program dan Kegiatan Pengguna Anggaran
Il Kepala Bidang/Bagian/UPTD/Lurah/RSUD Kegiatan/Sub Kegiatan Kuasa Pengguna Anggaran/PPTK
[l Sekretaris Dinas/Badan Kegiatan/Sub Kegiatan PPK-SKPD
IV Kepala Sub Bidang/Bagian Sub Kegiatan PPTK

Fungsional Sub Kegiatan PPTK




STRUKTUR PENGELOLA KELANGAN DAERAH
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TANPA KPA

I
‘ PPK-SKPD }

l PPTK ‘

\"

‘— PPﬁ i PPTK i l PPTK , {___;TK 1
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STRUKTUR PENGELOLA KELANGAN DAERAH

LOKASI /RENTANG KENDALI BESARAN ANGGARAN

aaaaaaaaaaaaaa

0
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v

’ PPK-UNIT SKPD l
.

-----------------------




PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
STRUKTUR PENGELOLA KELANGAN DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI

S— [
t PPK-UNIT SKPD i

)
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SEKRETARIAT DAE
KABLPATEN/KOTA

Bendaha
elua

£

ol IV i L f —— v

| PPK-UNIT SKPD {  PPK-UNIT SKPD ; | PPK-UNIT SKPD

l l i | ol
endaha endahara endaha endahara endahara endaha @ &)
engeluaran engeluaran engeluaran engeluaran engeluaran engeluaran Pen nan
embantu embantu embantu e
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SEKRETARIAT DAERAH
KABLPATEN/KOTA

PENYIAPAN AKUN/AKTOR DALAM SIPD
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah . i 1k e CELY nmias L] D i
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MASUK MENGGUNAKAN
AKUN ADMIN DAERAH PILIH MENU PENGATURAN —
o PROFIL — PERANGKAT DAERAH

T T PO B 20



Pengaturan Perangkat Dasrah

Data Perarguar Daerah

[P ] * g BER

KLIK TOMBOL TAMBAH. PILIH SKPD
/UNIT SKPD SESUAI DENGAN AKUN
YANG AKAN DIBUAT

Teowr HI B sines

[0 ] o k]

ISI DETAIL INFORMASI
SKPD LALU KLIK SIMPAN

=R e




SEKRETARIAT DAERAH
KABLPATEN/KOTA

SKPD/UNIT SKPD BERHASIL
DISIMPAN!!




E PEMBUATAN AKUN SKPD DALAM TAHAP PENATALSAHA ‘.‘ n
B C s

) Penyesuaian Hasil
Evaluasi APBD
00

o)
nggaran
3 APBD - Penetapan APED 2021 selesal, Lihat Detil Jadwal Pen@aturan
-
s
& pse123 | | = i) 7
aLd
- i
E X
[
T [L
Tk A

LOGIN MENGGUNAKAN AKUN
TAPD KEUANGAN/BUD MELALUI

B DobiArpun TAHAP PENGANGGARAN DAN
' PILIH MENU PENATAUSAHAAN penaiausanaan PILIH MENU KELOLA
o Pematausabaan FENEEILArar USER

lll'p-l..-'up:! bzl o it e pt e i s e TOL Pagy SEPL TobdE Dana Tersedid

=

! -
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( PEMBLIATAN AKUN SKPD DALAM TAHAP PENATALSAHA/ l lm:

NANIN HAYANI ADAM O

Pengaturan User

ISI DETAIL INFORMASI

Registrasi User AKUN AKTOR KEUANGAN
YANG AKAN DIBUAT

Data Dirl

NiP Nama Lengkap



“E ( PEMBUATAN AKUN SKPD DALAM TAHAP PENATAUSAHA ‘.‘:’H‘:
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SEKRETARIAT DAERAH
KABLPATEN/KOTA

, JIKA SUDAH KLIK SIMPAN




